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ABSTRAK 

 

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti 

para pemangku jabatan di pemerintahan daerah secara damai dan teratur dalam sistem 

pemerintahan demokrasi. Sehingga melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara 

langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi 

kapada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah dan yang akan menegakkan 

perwujudan kedaulatan rakyat. Adapun landasan hukum mengenai pemilihan kepala 

daerah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Teknik pelaksanaanya diatur dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2024 dan diawasi melalui Peraturan 

Badan Pengawas Pemilu No 12 Tahun 2014.  

Kotak Kosong dalam Pemilihan kepala daerah merupakan opsi yang muncul 

dalam surat suara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang mana hanya 

ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, sebagaimana Putusan Nomor 

126/PUU-XXII/2024 tentang opsi kolom kosong. Dalam mekanismenya kotak 

kosong tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan UU Pemilu, UU Pilkada, 

PKPU dan Bawaslu. Kotak kosong diterapkan karena adanya ketidakpuasaan 

terhadap pasangan calon yang ada, sehingga muncul adanya gerakan yang 

menyuarakan kotak kosong dan membentuk relawan untuk mengkampanyekinian 

kotak kosong.  

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilkukan dengan cara bahan 

pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian 

hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif 

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Kata Kunci : Kampanye, Pilkada, Kotak Kosong 
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ABSTRACT 

 

Regional head elections are a means to elect and replace office holders in regional 

government peacefully and orderly in a democratic government system. So that 

through regional head elections, the people will directly elect their leaders in the 

region while providing legitimacy to those who have the right and ability to govern 

and who will uphold the realization of people’s sovereignty. The legal basis for 

regional head elections is regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General 

Elections, Law No. 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. The 

implementation technique is regulated in General Election Commission Regulation 

No. 13 of 2024 and is supervised through ElectIon Supervisory Body Regulation No. 

12 of 2014.  

Empty Boxes in Regional Head Elections are options that appear on the ballot paper 

for general elections or regional head elections where only one candidate pair meets 

the requirements, as per Decision Number 126/PUU-XXII/2024 concerning the 

empty column option. In its mechanism, empty boxes are not explicitly regulated in 

the Election Law, Pilkada Law, PKPU and Bawaslu regulations.  The empty box was 

implemented because of dissatisfaction with the existing candidate pairs, so that a 

movement emerged that voiced the empty box and formed volunteers to campaign 

for the empty box.  

Normative legal research is legal research that is carried out using library materials 

or secondary data. Normative legal research is also called doctrinal legal research. 

According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process of finding 

a legal rule, legal principles, or legal doctrines in order to answer the legal issues 

faced.  

Keywords: Campaign, Pilkada, Empty Box
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